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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFPATI PRUOBOLINGGD
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 107

lindang = Undang nomor 22 Tahun 1297 tentang

Femerintahan - Daerah dan FPasal 564 Kepufusan Menteri

Dalam Negeri Nomor &4 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum

FPengaturan Mengenai Desa, periu untuL menetapkan

Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanj

Desa dengan

Feraturan Daesrah. :

1. Undang-Undang Nomor 227 Tahun 1999 tenthg Femerintah
an ‘Daerah {Lembaran Negara Tahun 19%? Momor &0,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 383%) ;i

2. ¥eputusan FPresiden Republik Indonesia +omor 44 Tahun

1999 tentang Teknik Penvusunan Peraturi Perundang-—

tindangan dan Bentuk Rancangan ndang—Undang,

Hancangan FPeraturan Femerintah dTn Hancangan

FKeputusan Presiden 3

=

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor % Tahun 1997
tentang Pencabutan Beberapa Permendagrﬂ, Kepmendagri
dan Inmendagri mengenai lFelaksanaan ‘Undang—Undanq
Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 3

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1999

tentang Petunjuk FPelaksanaan dan Penyesuaian

FPeristilahan dalam Fenyvelenggaraan Pem%rintahan Desa

dan kKelurahan 3

un

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor &8 Tahun 1999

tentang Pedoman Umum FPengaturan Mengenai Desa.




Dengan Persetuiuan
DEWAN FERMAKILAM RAKYAT DAERAH KABRUFPATEN PROBOLINGGD

MEMUTUS KAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATENM PROBOL INGGO TEMTANG

ANGGARAN PENDAFATAN DAN BELANIA DESA.

BEAB I |
KETENTUAN LIMUM ]
Fasal 1

Balam Peraturan daerah ini yvang dimaksud dengan :

=

b.

Ca

.

Bupati, adalab Bupati Frobolingoo :
Pemerintahan Desa, adalah Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan
Desa 3

Femerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Ferangkat Desa 3

Badan Perwakilan Desa atau vang disebut BFD, alah Badan
Ferwakilan vang ada di desa vang berfungsi mengavomi adat
istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masvarakat serta melakukan peEnganasa terhadap

penvelenggaran pemerintahan desa

Peraturan Desa,. adalah semua peraturan vang telah ditLtapkan oleh
pemerintah desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Hadan
Perwakilan Desa dan selanjutnya diberitahukan kepada ?upati 3
Anggaran Pendapatan dan Belanija Desa  yang selanju#nya disebut
Anggaran Desa vang dijabarkan dan diterjemahkan dalam] angka—angka
rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target pendapatan dan
dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja desa
Tahun #Anggaran adalah masa berlakunya anggaran des vang sama
dengan tahun anggaran negara/daerah vaitu 1 Januari sampai dengan
31 Desember tahun vang bersangkutan
kEekayaan Desa, adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa
vang bersanghkutan ;
Desa,., adalah suatu wilavah vang ditempati oleh sejumiah  pendoduk

sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya sasyarakat  hukum

vang mempunval organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah
Camat dan berhak menvelengaarakan rumah tangganya sendiri dalam
ikatan Megara Kesatuan Republik Indonesia :
Belanja Desa, adalah kegiatan pengeluaran keuangan| desa yang
dilakukan oleh desa sesuai dengan kemampuan vang| ada dalam

fAnggaran Pendapatan dan Helania Desa.




BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN DESA

Fasal 2

Setiap menielang tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman

peEnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belania Desa kepada Pemerintah

Desa dan Badan Perwakilan Desa.

(1)

{23

(3}

{4)

{1}

-

Pasal 3
Angoaran Fendapatan dan Belanja Desa terdiri idari bagian
Penerimaan dan bagian Pengeluaran :
Bagian Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat| (1} terdiri

dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangurnan.

Fasal 4
Hagian Penerimaan terdiri atas pos—pos anggaran z
Setiap pos—pos anggaran  sebagaimana  dimaksud nga avat (1}
terdiri dari ayat—-ayat yang disesuaikan dengan kebutuhan :
Bagian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terdiri atas

pOS—pES anggaran 3

Setiap pos—pos anggaran  sebagaimana dimaksud  pada avat (3}

terdiri atas pasal — pasal yvang disesuaikan dengan kebutuhan

n

Contoh Peraturan Desa tentang Anggaran Desa, Perubahan Anggaran
Desa dan Perhitungan Anggaran Desa ditetapkan lebih| lanjut oleh

Bupati.

Fasal &

Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa  menetapkan Angogaran
FPendapatan dan Helania Desa setiap tahun dengan ﬁaraluran Desa 3
fAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimans téraebut pada
ayat {1}, ditetapkan selambat-lambatnva 1 {satu) hqlan setelah
fnggaran Pendapatan dan Belania Daerah Eabupateni Probolinggo
ditetapkan ; 1

Dalam hal anggaran desa pada tahun vang berialan belu% disahkan,
digunakan anggaran desa sebelumnvya sehbagai dasar peEnvyusunan
Eeuangan desa 3
Pelaksanaan peraturan desa vang mengatur tentang Anogaran

Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Keputisan Eepala

Desa.
BARBR III
PERUBAHAN ANGGARAN DESA
Pasal &
Apabila teriadi perubahan  penerimaan  dan pengel%aran pada

anggaran desa vang telah mempercleh penetapan,% dilakukan

perubahan anggaran dengan menuangkan dalam peraturan desa 3



4

{2} Pelaksanaan peraturan desa tentang perubshan %nggaran desa

sebagaimana dimaksud avat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala

desa.

BEa B IV
FERHITUNGAN ANGGARAN DESA
Fasal 7

SGelambat—-lambatnya 3 (tiga} bulan setelah berakhirnva tahun angogaran,

pemerintahan desa waiib menetapkan peraturan desa mengenal

perhitungan anggaran Desas

(1}

Fasal 8
Belania Desa tidak dapat dibebankan pada anggaran déga 3ika untuk
belanja desa tersebut tidak tersedia dana atau| tidak cukup

dananys dalam anggaran desa :

Fepala Desa dilarang melakukan belanja atas behan #nggaran desa
untuk  tujuan lain diluar yvang telah ditetapkan d#lam anggaran

fdecsa.

Fasal @9

Pelakzanaan belanja dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah

dan

fungsi FPemerintah Desa.

(1}

(1)

terkendali sesuai dengan rencana program  atauw  kegiatan serta

BEAaAR V
TATA USAHA EEUANGAN DESA
Fasal 10

Fengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa meliputi

peEnyusunan anggaran, pelaksana tata usaha keuangan dan  perubahan
serta perhitungan anggaran 3
Fengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam avat {1}
dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada BFD selambat-—

lambaitnva 3 {tiga} bulan setelah berakhir tahun anqg%ran.

Fasal 11
Pada Sekretariat Desa tisp Tabun #Anggaran dipergunakan Buku
Administrasi Kewvangan Desa menurut FPedoman vang ditﬁtapkan cleh
Bupati 3
Fengisian Buku Administrasi Eeuangan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} FPasal ini dilakukan ocleh Bendaharawan Desa :
Bendaharawan Desa diangkat oleh Kepala Desa dari | salah satu
seorang perangkat desa setelabh mendapat persetuiuan D

Bendaharawan desa bertangoung iawab kepada Kepala Desa




{3) Setiap pendapatan dan belania desa harus dicata dalam Buku
Administrasi Keuangan Desa dan setiap belanja desa harus mendapat
kan persetujuan dari Kepala Desa,., sesuai dengan bukii pengeluaran

yang dapat dipertanggung jawabkan.

BEAR VI
PENGARWASAN ANGBARAN
Pasal 12
{1} Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksansan anggaran
pendapatan dan belanja desa dilakukan oleh Badan FPerfakilan Desa.
(2} Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1 ditetapkan

bersama oleh BFD dan Pemerintah Desa.

BAERBR VII
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 13
Hal—-hal vang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerahl ini, akan
ditetapkan lebih lanjut aleh Bupati sepanjang mengenai

pelaksanaannya.

Fasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan vyapg mengatur
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belania Desa dan ketentuan lain yang
menyimpang dari  ketentuan Pefaturan Daerah ini, dinyatakan tidak

herliaku.

Pasal 15

Peraturan Dasrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daesrah ini dengan menempatkannya dalam

{ embaran Daerah Kabupaten Probolingoo.

Ditetapkan di robolinggo
Fada tanpggal 22 Mei 2000
/A( BUFATI PROROL INSGO

MUHADISUYONO, SH
ST Ny
Pembina Utama Muda
s NIP. 510 040 416
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PEMJIELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOL INGGO
NOMOR TAHLIN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAFPATAN DAM BELANJIA DESA

L

tindak
i999 tentang Pemerintahan

Sebagai laniut Undang Undang Momor

Pasal &4
Menteri Dalam Megeri Momor 64 Tahun 1999 tentang FPed

Daerah dan

Pengaturan mengenai Desa maka dipandang oerlu

memberi pedoman kepada desa dalam hal menvusun

Pendapatan dan Belanijia Desa.

Berdasarkan

Undang Undang Momor T Tahun 1979

22 Tahun
Keputusan

ioman Umum

mengatur dan

Anggaran

tentang

FPemerintahan Desa Penvusunan fAnggaran / Keuangan dega ditetap

kan dalam Anggaran Penerimsan dan Pengeluaran Keuangan

(APPKD)} . Sedangkan dengan berlakunya Undang Undang

Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri MNomor

Desa
Nomor 22
&4 Tahun

1999 Istilah tersebut diubah meniadi Anggaran Pendapatan dan

Belania Desa sehingga mempunyai pengertian vang lebih luas.

FEMIELASAN FASAL DEMI FASAL

FPasal 1 =s/d Pasal 15 : Cukup ielas.
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